
 

BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

 
NOMOR 34 TAHUN 2015 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 64 TAHUN 
2014 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PANGANDARAN, 
Menimbang : a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Bagi 

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, 
Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah 
diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 

Tahun 2014; 
  b. bahwa  sehubungan  dengan  adanya  perubahan 

Pasal dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada Huruf a, diperlukan adanya penyempurnaan dan 
penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, maka  Peraturan  

Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2014 tentang 
Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, 
Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil 

Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu ditinjau 

kembali dan  diadakan  penyesuaian  yang  ditetapkan  
dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara; 

  5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 
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  6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

  7.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi 

Jawa Barat; 
  8.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2014 tentang Mejelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
  9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua 

kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 
  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah; 
  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar 

Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan 

Pimpinan serta Anggota DPRD; 
  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015; 

  18.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 
tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 

2015; 
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  19.  Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 

3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Kerja Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran; 

 
MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS 
JABATAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PANGANDARAN 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Bab III Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 

Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, 
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran diubah sehingga 

berbunyi : 
  

 (3) Perjalanan Dinas Jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu 
kurang dari 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas sebesar 

60% (enam puluh persen) dari uang harian. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran. 

Ditetapkan di Parigi 
pada tanggal 26 Agustus 2015  

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, 

 
           Ttd/Cap 

 
       H. DAUD ACHMAD 

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 26 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

 
                        Ttd/Cap 

 
                     M A H M U D 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2015 NOMOR 34  


